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KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA TEMANGGUNG
TENTANG
TAX CENTER

Nomor : PKS-4/WPJ.32/2026
Nomor : Ins.21/R/KS.00.1/050/11/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua

Puluh Enam (13-02-2026), bertempat di Temanggung, ditandatangani

Kesepakatan Bersama antara pihak-pihak:

1.

Teguh Budiharto : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Jawa Tengah I, yang berkedudukan di Jalan
M.T. Haryono Nomor 5 Manahan, Banjarsari,
Surakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jawa Tengah |l berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak nomor KEP-206/PJ/2021 tentang
Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal
Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU.

2. Hamidulloh Ibda : Rektor Institut Islam Nahdlatul Ullama (INISNU)

Temanggung, berdasarkan SURAT
KEPUTUSAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL
ULAMA nomor 4776/PB.01/A.11.01.22/99/11/2025
tanggai 7 November 2025 Tentang
Pengangkatan Rektor Institut Islam Nahdlatul
Ulama Temanggung Masa Khidmat: 2025-2029



yang berkedudukan di Jalan Suwandi Suwardi
Km 1 Temanggung dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Institut Islam Nahdlatul Ulama
Temanggung  selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa PIHAK KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Bahwa PIHAK KEDUA adalah satuan pendidikan penyelenggara
Pendidikan Tinggi yang mempunyai kewajiban melaksanakan Panca
Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

i

Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 tentang
Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
5289);



10.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dicabut
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 23/PJ/2016 tentang Layanan
Pajak Di Luar Kantor di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak: dan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 12/PJ/2021 tentang Edukasi
Perpajakan.

Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 689/A.11.04.d/08/2021

tentang Statuta Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat

Kesepakatan Bersama tentang Tax Cenfer Institut Islam Nahdlatul Ulama

(INISNU) Temanggung untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama,

dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
DEFINISI
Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

a.

Tax Center Institut Islam Nahdlatul Ulama {INISNU) Temanggung adalah
pusat informasi, pendidikan, penelitian dan pelatihan perpajakan yang
mempunyai peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan
kepedulian masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakannya
sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian bangsa;
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah Il adalah unit
vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan
analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi dan pengendalian
kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya

berdasarkan peraturan perundang-undangan;



¢. Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung adalah satuan

pendidikan  tinggi yang berkedudukan di Temanggung dan

menyelenggarakan Panca Dharma Perguruan Tinggi;

d. Civitas Academica adalah masyarakat akademik INISNU Temanggung

vang terdiri dari dosen, pegawai, dan mahasiswa.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA

PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam hal:

a.

pelaksanaan edukasi, layanan dan konsultasi perpajakan kepada
Civitas Academica dan masyarakat;

pelaksanaan penelitian dan/atau pengkajian di bidang perpajakan;
pemanfaatan Perguruan Tinggi dalam mengefektifkan jalinan kerja
sama dan kemitraan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan para
pemangku kepentingan dalam rangka pemberian bantuan pelaksanaan
program kerja Direktorat Jenderal Pajak; dan

pembentukan dan peningkatan peranan Tax Center dalam upaya
pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk edukasi dan
peningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat yang mengerti

hak dan kewajiban perpajakannya.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

a.

peningkatan kualitas dan perluasan jangkauan pelaksanaan edukasi,
layanan dan konsultasi perpajakan kepada Civitas Academica dan
masyarakat;

peningkatan kemitraan dalam pelaksanaan penelitian dan/atau
pengkajian yang bermanfaat dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi PARA PIHAK;

terlaksananya program kerja Direktorat Jenderal Pajak melalui
pemanfaatan perguruan tinggi dalam mengefektifkan jalinan kerja sama
dan kemitraan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan para pemangku
kepentingan; dan

terbentuknya Tax Cenfer yang berperan dalam upaya meningkatkan
kesadaran dan kepedulian masyarakat yang mengerti hak dan

kewajiban perpajakannya.



BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a.
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(1)

(2)

(3

(4)

(1)

Edukasi dan penyebaran informasi perpajakan:

Layanan konsultasi dan asistensi layanan perpajakan;

Penelitian dan pengkajian di bidang perpajakan;

Bantuan pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal Pajak, dan
Penunjukan Pejabat Penghubung.

BAB IV
PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA
Pasal 4
Edukasi dan Penyebaran Informasi Perpajakan
PIHAK KESATU dapat meminta PIHAK KEDUA, untuk menyelenggarakan
kegiatan Edukasi dan penyebaran informasi perpajakan kepada Civitas
Academica dan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang
sadar dan peduli pajak.
PIHAK KEDUA menyediakan lokasi, ruangan dan sarana pendukung
lainnya yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan Edukasi dan
penyebaran informasi perpajakan yang diselenggarakan oleh PIHAK
KEDUA atau berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU.
PIHAK KESATU membantu penyediaan narasumber dan/atau sarana
Edukasi perpajakan berupa buku, leaflef, booklef, materi presentasi dan
sejenisnya baik untuk kepentingan kepustakaan atau penyelenggaraan
kegiatan Edukasi dan penyebaran informasi perpajakan berdasarkan
permintaan PIHAK KEDUA.
Permintaan penyebaran informasi perpajakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi menyebarluaskan informasi perpajakan melalui media
publikasi milik atau yang dikelola PIHAK KEDUA.

Pasal 5
Layanan Konsultasi dan Asistensi Layanan Perpajakan
PIHAK KEDUA menyelenggarakan layanan konsultasi dan asistensi
penggunaan layanan perpajakan kepada Civitas Academica dan
masyarakaf, secara terjadwal atau untuk waktu tertentu berdasarkan
persetujuan PIHAK KESATU.



(@)

3)

(4)

)

(1)

(2)

)

(1)

(2)

Jenis layanan konsultasi dan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi layanan konsultasi terkait informasi perpajakan dan pemberian
asistensi layanan perpajakan berbasis online, seperti Coretax DJP.

PIHAK KESATU melakukan bimbingan, pembinaan, pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan kegiatan layanan konsultasi dan asistensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat menyediakan sarana
penunjang materi informasi perpajakan berupa, /leaflet, booklet dan
sejenisnya.

PIHAK KEDUA menyusun jadwal, menunjuk petugas layanan dan
menyediakan lokasi, ruangan dan sarana pendukung lainnya untuk
kenyamanan penyelenggaraan layanan konsultasi dan asistensi
penggunaan layanan perpajakan.

PARA PIHAK tidak dibenarkan melakukan pungutan biaya dan/atau
menerima imbalan dalam bentuk apa pun dalam penyelenggaraan Layanan
Konsultasi dan Asistensi Perpajakan kepada dan/atau dari penerima

layanan.

Pasal 6

Penelitian dan Pengkajian di Bidang Perpajakan
Berdasarkan permintaan dari PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU dapat
memberikan ijin dan membantu penyediaan data dan informasi untuk
kepentingan penelitian dan/atau pengkajian di bidang perpajakan dengan
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
PIHAK KESATU dapat meminta PIHAK KEDUA, melakukan penelitian
danfatau pengkajian di bidang tertentu dengan mempertimbangkan
pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
PIHAK KEDUA menyampaikan hasil penelitian dan/atau pengkajian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada PIHAK KESATU
untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi PIHAK KESATU.

Pasal 7
Bantuan Pelaksanaan Program Kerja Direktorat Jenderal Pajak
Dalam hal diperlukan dan dengan pertimbangan tertentu, PIHAK KESATU
dapat mengajukan permintaan bantuan kepada PIHAK KEDUA untuk
membantu pelaksanaan program kerja PIHAK KESATU.
Bantuan pelaksanaan program kerja PIHAK KESATU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk dengan memanfaatkan jalinan kemitraan

dengan para pemangku kepentingan PIHAK KEDUA.



Pasal 8
Penunjukan Pejabat Penghubung

(1) Masing-masing PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertugas sebagai

()

(1)

(@)

(1)

penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini; dan
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:;
a. PIHAK KESATU menunjuk:
1. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
2. Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
b. PIHAK KEDUA menunjuk:
1. Ketua Tax Center INISNU Temanggung
2. Sekretaris Tax Center INISNU Temanggung

BAB VYV
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI
Pasal 9

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin dan komunikasi
lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara
tertulis oleh PARA PIHAK;

Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan
Masyarakat Up. Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Alamat . JI. MT Haryono No. 5, Manahan, Banjarsari, Surakarta
Telepon 1 (0271) 713552

Email . p2humas.jateng2@pajak.go.id

b. PIHAK KEDUA
Jabatan : Kepala Biro Kemahasiswaan, Humas dan Kerjasama
Alamat :JI. Suwandi Suwardi Km. 01 Madureso Temanggung
Jawa Tengah
Telepon : 0293. 493361
Email : humas@inisnu.ac.id

Pasal 10
Pelaksanaan Kegiatan Lainnya
Berdasarkan permintaan tertulis dari salah satu pihak, PARA PIHAK dapat
memberikan bantuan berupa narasumber dan/atau tenaga edukatif dalam

penyelenggaraan kegiatan Edukasi, pelatihan, bimbingan teknis atau



kegiatan sejenisnya terkait tema bahasan atau materi yang diperlukan
kepada para pejabat dan/atau pegawai PARA PIHAK.

(2) PIHAK KESATU dapat memberikan ijin pelaksanaan kegiatan dalam rangka
peningkatan kapasitas dan kompetensi Civitas Academica, dalam bentuk
kegiatan pemagangan, kunjungan kerja, pelatihan, atau dalam bentuk
kegiatan sejenis lainnya atas permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA.

(3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan
tujuan dan latar belakang pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan
kewenangan PARA PIHAK.

(4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK, beberapa pihak
atau salah satu pihak.

BAB VI
KEDUDUKAN DAN PENGURUS TAX CENTER
Pasal 11

(1) PIHAK KEDUA, menyediakan lokasi, ruangan dan sarana pendukung
lainnya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional Tax
Center.

(2) PIHAK KEDUA, menyusun dan menetapkan kepengurusan Tax Center
yang merupakan Civitas Academica PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA menyusun rencana program kerja tahunan Tax Center yang
bersifat inovatif dan kreatif yang mendukung program kerja PIHAK
KESATU.

(4) PIHAK KESATU dapat menyediakan sarana, materi informasi perpajakan,
leaflet, booklet atau sejenisnya yang dapat mendukung kegiatan Tax
Center.

(9) PIHAK KEDUA menyampaikan rencana program kerja tahunan Tax Center
kepada PIHAK KESATU paling lambat akhir bulan berikutnya setelah
tanggal penandatangan Kesepakatan Bersama ini, untuk laporan yang
KESATU kalinya dan pada akhir bulan KESATU setiap tahunnya untuk
laporan tahun berikutnya.

PEMBIAYAAN
Pasal 12
Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama
dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sesuai
dengan ketentuan atau dibebankan pada anggaran Pihak yang

menyelenggarakan kegiatan.



JANGKA WAKTU
Pasal 13
Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
ditandatanganinya Kesepakatan Bersama dan dapat diperpanjang berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)
Pasal 14

(1) Yang dimaksud keadaan kahar (force majeure) adalah situasi diluar
kekuasaan kemampuan PARA PIHAK vyang berakibat terganggunya
pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini antara lain gempa bumi, pemogokan
umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusuhan, sabotase, atau
adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi pada
umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat
pemerintah yang berwenang;

(2) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau
keterlambatan  dalam  melaksanakan  kewajibannya  berdasarkan
Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan
yang wajar dari PARA PIHAK, dan bukan disebabkan kesalahan PARA
PIHAK.

BAB Vi
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15
(1) Untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam Kesepakatan Bersama,
maka PIHAK KESATU dapat menunjuk unit kerja vertikal di lingkungan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah Il untuk
melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
(2) PIHAK KESATU dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama ini.



(1)

(2)

(3)

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur
lebih lanjut dengan ketentuan yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK
sebagai Kesepakatan Bersama tambahan (addendum) yang merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan
Bersama ini.
Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, terdapat
suatu ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan
dalam Kesepakatan Bersama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-
ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta
mengikat PARA PIHAK.
Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi
Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan bersama PARA PIHAK melalui
musyawarah mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan

perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai

cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai

kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Dengan berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka apabila terdapat

Kesepakatan Bersama lain yang telah dibuat oleh PIHAK KESATU dan
PIHAK KEDUA dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Kesepakatan Bersama ini mulai berfaku pada tanggal ditandatangani PARA

PIHAK.

PIHAK KESATU, . ‘. PIHAK KEDUA,

SEPULUH RIBU RUPIAH

i
0D AMX298425590

- _Hamidulloh lbda
Rektor Institut Islam Nahdlatul
Ulama Temanggung .



